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PUTUSAN
Nomor 1371/Pdt.G/2021/PA.Pra
ZARE DY 2
4—@"))5;’3&4”53&——4&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XxXx XXXXXXX,
pendidikan S1, tempat kediaman di XxXxx
XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di  XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX,
Kecamatan Praya Timur, XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1371/Pdt.G/2021/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon

pada tanggal 30 Mei 2014 di hadapan pejabat KUA XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
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dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : 371/15/VI/2014 tanggal 02
Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXXKX, XXXXXXXXX XXXXX XXXxX, Kabupaten Lombok Tengah, selama
13 tahun:
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak keturunan
yang bernama; xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun:
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Januari 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
6.1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok
yang menyebabkan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah
keuangan rumah tangga karena Termohon selalu merasa tidak cukup
dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6.2. Bahwa Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon karena
sering pulang kerumah orangtuanya tanpa seijin dari Pemhon dengan
membawa anak untuk menginap berhari-hari;
6.3. Bahwa Termohon terlalu cemburuan karena tidak bisa melihat
Pemohon mengajar murid perempuan selalu menjadi penyebab
pertengkaran;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak 15 Januari 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8
bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah
ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan Termohon
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tinggal di Dusun Selong, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 8
bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon
merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (+)) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding
Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19
Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/15/V1/2014 vyang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Timur tanggal tanggal 02 Juni
2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, Desa Sengkerang,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpabh,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
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- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah
Pemohon, hingga sekarang dan Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 orang keturunan;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-
baik saja, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu mulai tidak tenteram
dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon tidak mentaati dan tidak mau mendengar nasehat
dari Pemohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa
alasan yang jelas;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon
tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing
sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami
istri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S!,
pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
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- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah
Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-
baik saja, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu mulai tidak tenteram
dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) tahun antara Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon
tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing
sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami
istri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Termohon,
ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan
relatif Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah
tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap
perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan
terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam
perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap
persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
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sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa
walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah
Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena antara
Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang
terus menerus disebabkan oleh masalah keuangan rumah tangga karena
Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh
Pemohon, Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon karena sering pulang
kerumah orangtuanya tanpa seijin dari Pemhon dengan membawa anak untuk
menginap berhari-hari, Termohon terlalu cemburuan karena tidak bisa melihat
Pemohon mengajar murid perempuan selalu menjadi penyebab pertengkaran,
akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 15 Januari
2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah
rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK
TENGAH dan Termohon tinggal di XXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
xXxxX, Kabupaten Lombok Tengabh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut
Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat ( 1) RBg. tersebut sangat
relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat
dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal.
405 yang berbunyi :

G2 Y el 949 i pls praluall PS5 o oS> Wl 85 o
o

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak
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hadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon,
sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alat
bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan
bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam
wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang berupa fotokopy
Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan
antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrackht), maka harus
dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana
ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sabh;

2. Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan
rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu tidak harmonis lagi dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3
(tiga) tahun hingga sekarang;

4. Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi lagi, dan keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan
damai baik oleh keluarga dan orang dekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut
ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini
berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
berlangsung lama sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah
tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam
hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut
telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati
dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal
tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan
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perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang
terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru
mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini
sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana
tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni halaman 100 serta
kaedah figih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Lulas el 13 Oluwl S lages puoliio pu glaizl (29 Vs

les Uisl 0lS

29 ]l o 3w auzg il a8l i Ol Judl o 0L

Artinya :“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah

apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami isteri*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah
dan rahmah, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri
telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian
dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka
agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah

dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

ode o alll glo WAl g0 je Ol9
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Artinya :"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika
salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan
pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk
menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan
bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah
(broken down marriage). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak
akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka
peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai
dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fighiyyah li
al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil
alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

cdlaoll > Lle paio sawlaoll s )5
Artinya : “Menolak  kerusakan/mafsadat  harus didahulukan daripada

mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu
adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan
diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan
suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah
dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
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benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga
yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa
dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan
Termohon sudah tidak pulang ke rumah dalam waktu yang lama dan tanpa
alasan yang sah, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk
diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh
karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal
149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka
sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada
Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang
undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan
Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp560.000,00 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Nismatin Niamah, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.l.,M.H. dan Solatiah, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsurrijal, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.l.,M.H. NISMATIN NIAMAH,S.H.I.

SOLATIAH. S.H.l
Panitera Pengganti,
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SYAMSURRIJAL, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 425.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp 15.000,00

- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).
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